
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.213, 2017 KEMENPAR. Venue Pertemuan. Perjalanan 

Insentif. Konvensi dan Pameran. Pedoman.  
 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN (VENUE)  

PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama 

tinggal, dan pengeluaran belanja dari wisatawan 

nusantara dan mancanegara dapat diwujudkan melalui 

pengembangan destinasi pertemuan, perjalanan insentif, 

konvensi dan pameran yang berdaya saing; 

b. bahwa untuk meningkatkan daya saing tempat 

penyelenggaraan kegiatan (venue) pertemuan, perjalanan 

insentif, konvensi dan pameran di tingkat regional 

maupun global perlu adanya kriteria dan indikator;  

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pariwisata tentang Pedoman Tempat 

Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan 

Insentif, Konvensi dan Pameran;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

www.peraturan.go.id



2017, No.213 -2- 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan                 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5262); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang 

Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5311); 

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2015 Nomor 20); 

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa 

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

Konvensi dan Pameran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1109); 

7. Peraturan Menteri  Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 545); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN 

TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN (VENUE) 

PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN 

PAMERAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (venue) 

Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran sesuai 

dengan kriteria dan indikator tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan 

sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,                    

Biro Konvensi dan Pameran, Pelaku Usaha, dan Masyarakat 

dalam menyiapkan dan menyediakan tempat penyelenggaraan 

kegiatan (venue) pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan 

pameran dengan klasifikasi venue mandiri (stand-alone 

venue). 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  31 Januari 2017 

 

MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARIEF YAHYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Februari 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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